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BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa guna menindaklanjuti LHP BPK-RI perlu
menetapkan kebijakan daerah atas batas maksimal saldo
tunai persediaan yang dikuasai Bendahara Pengeluaran
pada setiap Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu melakukan perubahan atas
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penatausahaan Keuangan Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

2

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Perbup Kab.HSU Tahun 2018 Nomor 63
Ttg Perubahan Ketuga atas Perbup No. 4/2011
Hlm 2 dari 4



3

Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 540 );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2012 Nomor 8 );

14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor
4), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penatausahaan Keuangan Daerah  (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 7 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal l

Ketentuan mengenai wewenang Bendahara Pengeluaran, sebagaimana diatur
dalam Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai
Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 7 ) diubah
sebagai berikut:

“b. Bendahara Pengeluaran SKPD.

1. Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan pengeluaran wuang dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1,
Bendahara Pengeluaran SKPD berwenang :

a) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-
TU/GU/TU dan SPP-LS;
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b) menerima dan menyimpan uang persediaan;

c) melaksanakan pembayaran dari wuang persediaan yang
dikelolanya;

d) menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan;

e) meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang
diberikan oleh PPTK;

f) mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan
oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat
dan/atau tidak lengkap;

g) untuk keperluan operasional kantor sehari-hari Bendahara
Pengeluaran hanya boleh menyimpan uang di Kas maksimal
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).”

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai

pada tanggal 12 Juli 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP / TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 12 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD
SUYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR 63.

NIP 19660110 198602 1003
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